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MOTTO 

 يسُۡرًا الۡعُسۡرَِّ مَعََّ انِ َّ

“sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan.” 

(Q.S. Al-insyrah : 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

vi 
 

PERSEMBAHAN 

Alhamdulillah atas segala rahmat dan hidayah-Nya Allah 

SWT yang telah memberikan Kesehatan, kesabaran, pemikiran dan 

ilmu sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik 

dan lancar, serta skripsi ini saya persembahkan kepada: 

1. Allah swt atas nikmat yang tiada hentinya 

2. Kedua orang tuaku, Ayah Aswanto dan Ibu Helmi Karneli. 

Terimakasih atas do‟a, semangat, motivasi, pengorbanan, 

nasehat, serta kasih sayang yang tidak pernah henti sampai 

saat ini. 

3. Terimakasih untuk Wegi  Puttra Jaya dan  Zoya Alifviana 

yang telah memberikan doronggan, semangat,nasehat serta 

dukungan segala yang aku lakukan.  

4. Adikku Ahmad  Riski dan Rici Anggara yang senantiasa 

memberikan dorongan semangat dan do‟a  

5. Semua keluarga besar yang selalu mendoakan kebahagian dan 

kesuksesanku. 

6. Bapak Prof.Dr.H.John Kenedi,S.H.,M.Hum selaku 

pembimbing I, yang telah memberikan arahan dan nasehat 

yang diberikan di sela-sela kesibukan waktunya, sehingga 

dapat terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Semoga 

kemudahan dan keberkahan selalu menyertai beliau dan 

keluarganya, amin. 

7. Bapak Hidayat Darussalam ,M.E.Sy  selaku pembimbing II, 

yang penuh dengan kesabaran bersedia mengoreksi secara 

teliti tulisan ini, sehingga lebih layak dan berarti. Semoga 

kemudahan dan keberkahan selalu menyertai beliau dan 

keluarganya amin. 

8. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik dan mengajar 

selama kuliah di Fakultas Syari‟ah. 

9. Bapak dan Ibu Staf Fakultas Syari‟ah yang telah membantu 

saya dalam mengurus segala bentuk untuk skripsi ini. 



 

vii 
 

10. Untuk kawan seperjuangan skripsi semoga kita menjadi orang 

yang bermanfaat bagi orang banyak . 

11. Untuk keluarga besar Hukum Tata Negara angkatan 2019   

terimakasih telah menjadi keluarga baru saya semoga kita 

semua di ridhoi Allah SWT amin. 

12. Almamater Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno 

Bengkulu Kebanggaanku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

viii 
 

 



 

ix 
 

KATA PENGANTAR 

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala 

nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyclesaikan 

skripsi yang berjudul “Analisis Sistem Multipartai  Terhadap 

Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia Berdasarkan 

Undang-Undangan Nomor 2 Tahun 2008 Perspektif Fiqh 

Siyasah” Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, 

yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga 

umat Islam mcndapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di 

dunia maupun akhirat. 

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu 

syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada 

Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Jurusan Syariah Pada 

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno 

(UINFAS) Bengkulu. Dalam proses pcnyusunan skripsi ini. 

pernulis mendapat bantuan dan berbagai pihak. Dengan demikian 

penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada: 

1. Prof. Dr. H. Zulkarnain Dali, M.Pd selaku Rektor UIN 

Fatmawati Sukarno Bengkulu, yang telah memberikan 

fasilitas kepada penulis untuk dapat belajar di kampus UIN 

Fatmawati Sukarno Bengkulu. 

2. Dr. Suwarjin, M.A Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN 

Fatmawati Sukarno Bengkulu. 

3. Ifansyah Putra, M. Sos selaku Ketua Prodi Hukum Tata 

Negara (HTN) Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno 

Bengkulu. 

4. Prof. Dr. H. John Kenedi ,S,H.,M.Hum selaku Pembimbing I 

dan Hidayat Darussalam,M.E.Sy selaku pembimbing II yang 

yang telah memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran 

dan ketulusan. 

5. Bapak dan Ibu Dosen fakultas syariah UIN Fatmawati 

Sukarno Bengkulu yang telah mengajar dan memberikan 

berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan 



 

x 
 

6. Pejabat dan Staf administrasi fakultas syariah UIN 

Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan 

Pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.  

7. Semua Pihak yang telah berkontribusi nyata dalam 

penulisan skripsi ini. 

Penulis menyadari, dalam penyusunan Skripsi ini, tentu 

tidak luput dari khilafan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh 

sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya 

membangun demi untuk meningkatkan kualitas yang lebih baik 

dalam Skripsi ini kedepannya. 

Bengkulu,    Oktober 2024              

Penulis    

 

 

 

Lesita Andriyani 

NIM. 1911150021       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            



 

xi 
 

DAFTAR ISI 

HALAMAN JUDUL .............................................................................. i  

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ................................ ii 

HALAMAN PENGESAHAN ............................................................. iii 

HALAMAN MOTTO .......................................................................... iv 

HALAMAN PERSEMBAHAN ............................................................v 

HALAMAN PERNYATAAN ............................................................ vii 

ABSTRAK ...........................................................................................viii 

KATA PENGANTAR ............................................................................ x 

DAFTAR ISI........................................................................................ x ii 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  .............................................................................. 1 

B. Rumusan Masalah ......................................................................... 7 

C. Batasan Masalah ............................................................................ 7 

D. Tujuan Penelitian .......................................................................... 8 

E. Kegunaan Penelitian ..................................................................... 8 

F. Penelitian Terdahulu ..................................................................... 9 

G. Metode Penelitian ......................................................................... 14 

H. Sistematika Penulisan................................................................... 21 

BAB II KAJIAN TEORI 

A. Teori Demokrasi ............................................................................ 23 

B. Teori Peraturan Perundang-Undangan ...................................... 28 

C. Teori Fiqh Siyasah ......................................................................... 37 

BAB III PEMBAHASAN 

A. Analisis Sistem Multipartai Terhadap Sistem Pemerintahan 

Presidensial Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undangan 

Nomor 2 Tahun 2008 ..................................................................... 65 

B. kajian Kajian Fiqh Siyasah terhadap Analisis Sistem 

Multipartai Terhadap Sistem Pemerintahan Presidensial Di 

Indonesia Berdasarkan Undang-Undangan Nomor 2 Tahun 

2008 .................................................................................................. 83 

 

 



 

xii 
 

BAB IV PENUTUP 

A. Kesimpulan .................................................................................... 89 

B. Saran ................................................................................................ 90 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xiii 
 

ABSTRAK 

 

ANALISIS SISTEM MULTIPARTAI TERHADAP SISTEM 

PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DI INDONESIA 

BERDASARKAN UNDANG-UNDANGAN NOMOR 2 TAHUN 

2008 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH oleh Lesita Andriyani NIM 

1911150021 

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: 1. 

Bagaimana Analisis Sistem Multipartai Terhadap Sistem 

Pemerintahan Presidensial Di Indonesia Berdasarkan Undang-

Undangan Nomor 2 Tahun 2008. 2. Bagaimana Kajian Fiqh Siyasah 

terhadap Analisis Sistem Multipartai Terhadap Sistem 

Pemerintahan Presidensial Di Indonesia Berdasarkan Undang-

Undangan Nomor 2 Tahun 2008, Jenis penelitian ini merupakan 

penelitian kualitatif suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan 

metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk 

memahami beberapa gejala hukum tertentu. Berdasarkan hasil 

penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa. Terdapat 3 (tiga) hal 

yang menjadi aspek dalam stabilitas pada suatu negara, yaitu 

stabilitas hukum, stabilitas ekonomi, dan stabilitas politik. Tetapi, 

sentralnya adalah stabilitas politik. Stabilitas politik yang 

diwakilkan melalui partai politik dan berada dalam sistem multi 

partai ini menjadi urgensi dikarenakan apabila stabilitas politik 

dapat terjadi, maka stabilitas hukum dan juga stabilitas ekonomi 

pun akan mengikuti. Hal ini disebabkan, apabila suatu konsensus 

dalam pemerintahan yang di dalamnya terdapat beberapa politic 

actor yang berasal dari konteks atau latar belakang berbeda dapat 

secara tidak banyak konflik, maka suatu kebijakan baik baik 

berupa produk hukum maupun yang lainnya akan menciptakan 

stabilitas nasional. Namun dilain sisi jika terdapat banyak konflik 

yang disebabkan karena sistem multi partai, yang di dalamnya 

terdapat banyak partai dan politic actors, maka yang akan terjadi 

ialah stabilitas nasional sulit untuk terjadi bahkan akan 
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mengganggu efektivitas dalam pemerintahan. Menurut pandangan 

fiqh Siyasah partai politik adalah sebagai keterwakilan masyarakat 

dalam menyampaikan aspirasinya dan keinganannya, peran partai 

politik adalah untuk melakukan pendidikan kepemimpinan yang 

telah di ajarkan Nabi Muhammad SAW, yaitu pempin harus 

mampu menanaati peri Allah SWT yang berada dalam kitab suci 

Al-Qur‟an, keberadaan partai politik adalah objetifikasi Islam 

dalam menjalankan sistem keterwakilan sebagaimana yang di 

lakukan Nabi Mumahammad SAW dalam Piagam Madinah. 

 

Kata kunci: Multipartai, Sistem Pemerintahan Presidensial dan Fiqh 

Siyasah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


